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Wawancara 

1. Wawancara dengan Staff Bidang Pemerintahan Bappeda DIY pada tanggal..29 Juli 

2016. 

2. Wawancara dengan Hari Dendi, Sekretaris Dewan pendidikan DIY. Wawancara 

dilakukan pada tanggal 7 dan 14 September 2014. 

3. Wawancara dengan Danang Setiadi Kepala Seksi Kesra Bappeda DIY yang dilakukan 

pada tanggal 7 Oktober 2014. 

4. Wawancara dengan Prof (Em) Dr. Wuryadi yang juga adalah Ketua Dewan 

pendidikan DIY. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2014.  

5. Wawancara dengan Ibu Anna Widyawati, Kasubbid Aparatur, Hukum dan Politik 

Bappeda DIY. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2015. 

6. Wawancara dengan staff Bagian Statistik Sosial BPS DIY, Bapak Warno. Wawancara 

dilakukan pada tanggal 1 September 2014. 

7. Wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah 

Raga, Bapak Bachtiar. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 November 2014.  

8. Wawancara dengan Bapak Taufiq AR, Staff Bidang Aparatur, Hukum dan Politik, 

Sub Bidang Pemerintahan  Bappeda DIY. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 

Agustus 2015. 

9. Wawancara dengan Ibu Finna Widyastuti. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 

November 2014. 

 

Laporan dan sejenisnya 

1. TOR Proffessor Goes to School yang diterbitkan oleh Dewan Pendidikan DIY 

2. Profil DIY Tahun 2015 

3. Rancangan Peratura Gubernur Tentang Pedoman Jaga Warga 

4. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DIY NO. 05/01/34/Th.XV, 02 Januari 2013. 

5. Laporan Monitoring dan Evaluasi, Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2013. 

6. Pedoman Pelaksanaan Jaga Warga 

7. Laporan Kajian  Community Police (COP) 
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Website 

http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/14899 

monevapbd.jogjaprov.goid 

 

Regulasi 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

3. Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Sarjana Magang. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Provinsi DIY. 

5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang 

Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada 

Kabupaten/Kota Tahun 2013. 

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 22 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan 

Tahun Anggaran 2013. 

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 tahun 2015 tentang jaga 

warga. 
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